Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.’sl ENETAPAN
NOMOR : 14/PEN.DIS/2021/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon,
setelahmembacaSuratGugatan Para Penggugattertanggal 22 April 2021 yang
telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon melaluiAplikasi
E Court padatanggal 23 April2021, sebagaimanautnyatercatatkedalam Register
PerkaraNomor 14/G/2021/PTUN.ABN., dalamperkaraantara :

Nama : M. RASMIN FABANYO, S.IP; --mmmmmmmmm s e e e e e
Kewarganegaraan : INAONESia ; —--m--mmmmmmmmem oo e oo o e o e
Tempattinggal di . di DesaPandanga., KecamatanMorotai Selatan., Provinsi

MaluKU Utaray; =-----======mmm e oo e e e e e oo e o oo

Dalamhalinidiwakiliolehkuasanya:

1. MALIK RAUDI TUASAMU, S.H.l ; -=m=mmmmmmmmmm e oo e

2. DUDIUSMAN SAHUPALA, S.H.,M.H; ------mmmmmme e

3. AKBAR F.A SALAMPESSY, S.H; ---------m-mmmm e e e

4. AFRIYANDI .CH. SAMALLO, S.H ; --------m-mmmmmmemmm e oo oo
Kesemuanyaadalah AdvokatdanPenasihatHukumpada
Kantor LAW OFFICE M. RAUDI TUASAMU, S.H.I DAN
REKAN, Berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat
Kantor di JalanGadihu.,KebunCengkeh., RT 002/RW 013.,
DesaBatuMerah., KecamatanSirimau., Kota Ambon.,
Provinsi Maluku., Email:
malikraudhituasamu@gmail.com.BerdasarkanSuratKuasaK
hususNomor :015/MRT-SK/IV/2021.,Tanggal12April 2021; -

UntukSelanjutnyadisebutsebagai................ PENGGUGAT ;
MELAWAN
NamaJabatan : GUBERNUR MALUKUUTARA ; === oo oo
TempatKedudukkandi : Jalan Trans Halmahera, GosalePuncak, Sofifi,

Kecamatan Oba Utara., Kota Sofifi., Provinsi Maluku
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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PR RSB N S B BB e TERGUGAT ;

Menimbang, bahwasetelahmembacadanmenelitiGugatan yang

diajukanolehPihakPenggugatmelaluiKuasaHukumnyayang didaftarkanmelaluiaplikasi E-
Court ternyataobjeksengketa, berupa; ------========= === mm e s e o e e e e
SuratKeputusanGubernur Maluku Utara.,Nomor
20/KPTS/MU/2021TentangPeresmianPemberhentianSementaraAnggotaDewanPer
wakilan Rakyat Daerah KabupatenPulauMorotai.,MasaJabatanTahun2019 -
2024atasnamaM. RASMIN FABANYO, S.IP., Tanggal27 Januari 2021 ;-----------=---------
Menimbang, bahwa PERMA Nomor : 6 Tahun 2018
tentangPedomanPenyelesaianSengketaAdministrasiPemerintahanSetelahMenempuhU
payaAdministratifpasal 2 ayat (1) menyatakanPengadilanberwenangmenerima,
memeriksa,
memutusdanmenyelesaikansengketaadministrasipemerintahansetelahmenempuhupaya
AdMINISrAtiVE | —=-mmmmmmm oo oo o e e e e
Menimbang, bahwaberdasarkanUndang-undangNomor 30 Tahun 2014
tentangAdminitrasiPemerintahanpasal 77 ayat(4)dan(7) yang berbunyisebagaiberikut : --
(4) Badandan/atauPejabatPemerintahanmenyelesaikankeberatan paling lama 10
(sepuluh) harikerja ; —===-=m=mmmm e o e e e e e e e
(7) Badandan/atauPejabatPemerintahanwajibmenetapkanKeputusansesuaidenganpe
rmohonan paling lama 5 (lima)
harikerjasetelahberakhirnyatenggangwaktusebagaimanadimaksudpadaayat (4) ; --
Menimbang,
bahwaPenggugattelahmenempuhupayaadministrasidenganmengajukankeberatankepad
aGubernur Maluku Utara (Tergugat)dengansuratkeberatantertanggal 15 April 2021
perihal : KeberatanatasKeputusanGubernur Maluku Utara
TentangPeresmianPemberhentiandanSementaraAnggotaDewanPerwakilan Daerah
KabupatenPulauMorataiMasaJabatanTahun 2019 - 2024 atasnama M.
RasminFabanyao, S.Ip.dandi terimaolehTergugatpadatanggal 19
April2021sesuaidengantandaterima yang dilampirkanpadasaatpendaftarangugatan; ---
Menimbang,
bahwasetelahdilakukanpenghitungantenggangwaktuuntuk Tergugatmenjawabsuratperm

ohonanPenggugat,ternyatamasihdalamtenggangwaktuuntukTergugatuntukmenjawabda
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MHERAEPREAKERANSH L ISdEn ganpermohonantersebut ; -----------emsroeem e memee oo

Menimbang, bahwadalamdengarketeranganpadatanggal03 Mei 2021
danKuasaHukumPenggugatmengakuibahwabenarPenggugatmenyampaikansuratkeber
atantersebutpadatanggal 19 April 2021 ; -------mmm-mmmmmmm s e e e

Menimbang,
bahwaolehkarenaupayaadministrasimasihdalamtenggangwaktubagiBadanatauPejabatP
emerintahwajibmenetapkankeputusansesuaidenganpermohonanPenggugat,
denganberdasarkanUndang-undangNomor 30 Tahun 2014
tentangAdminitrasiPemerintahanpasal 77
ayat(4)dan(7),sehinggaberdasarkanketentuanpasal 62 ayat (1) hurufeUndang-

undangNomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara makaGugatan a quo

harusdinyatakantidakditerima ;
.Mengingat, Ketentuanpasal 2 huruf c Undang-undangNomor 9 Tahun 2004
tentangPerubahanAtasUndang-undangNomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata
Usaha Negara jo. Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-undangNomor 5 Tahun 1986
tentangPeradilan Tata Usaha Negara ; ----==-===-mmnmmmom oo e o e e e
MENETAPKAN

1. MenyatakanGugatanPenggugatditerima ; --------------==== === === =mmmmoom oo
2. MenghukumPenggugatuntukmembayarbiayaperkaratersebutsebesarRp.

255.000,- (duaratuslimapuluhlimaribu rupiah). -------====--==-=m=mm e oo oo

DemikianditetapkandalamrapatpermusyawaratanpadahariSenin, tanggal03 Mei
2021, olehHARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.selakuKetuaPengadilan Tata
Usaha Negara Ambon, penetapantersebutdiucapkanpadahariinijugadalampersidangan
yangterbukauntukumumolehKetuaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon
dengandidampingiolehSEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H., PaniteraPengadilan
Tata Usaha Negara Ambon dengandihadiriolehPara KuasaHukumPenggugattanpa di
hadiriolehPihakTergugat. -------=-===mmmn smm oo e e e

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

KETUA,
PANITERA,
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PEMG BT PATEPENIIUVISSHS, S H.HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.
NIP 196402031991031001. NIP 197812282006042036.

RincianBiayaPerkara:-------========== === e e o e e

1 BiayaPendaftatan ------------------- Rp.
. -- 30.000,-
2 BiayaPemberkasan/ATK ---------- Rp.

-- 205.000,

3 BiayaPanggilan ---------------------- Rp.

4 BiayaMeterai ----------------------- - Rp.

5 BiayaRedaksi - Rp.

6 Biaya PNBP
PanggilanPerrtamabagiPenggugatdanTergugat Rp.
— - 0,

JUMLAH BIAYA - e e e e RP. 255,000,
(DuaRatus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
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